Rekomendasi Kebijakan

Bersama dengan jaringan organisasi perempuan, WRI melakukan sosialisasi dan advokasi kepada stake-
holder yang terkait dengan legislasi RUU KKG. Berikut merupakan rekomendasi WRI terhadap proses
penyusunan RUU KKG:

¢

Catatan Akhir

1

Meminta DPR-RI untuk membahas RUU KKG secara terbuka dan menampilkan jadwal kegiatan pelak-
sanaan sidang/rapat di website DPR-RI, agar masyarakat sipil dan kekuatan ekstra parlemen lainnya
dapat memberikan dukungan dan pengawasan pada proses legislasi RUU KKG.

Meminta anggota DPR-RI untuk memaksimalkan tiga fungsi DPR-RI yaitu legislasi, pengawasan dan
penganggaran dalam substansi RUU KKG. DPR-RI diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang mem-
perhatikan konsep kesetaraan dan keadilan gender melalui komunikasi yang baik antara organisasi eks-
tra parlemen. Dalam fungsi penganggaran dan pengawasan, meminta DPR-RI menjamin adanya me-
kanisme monitoring dan evaluasi untuk memperhatikan dan mengawasi perencanaan dan penggunaan
anggaran (APBN) yang responsif gender tercantum di dalam RUU KKG.

Meminta DPR-RI untuk memastikan terjaminnya pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan
yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak baik eksekutif, legilastif, yudikatif maupun partai politik,
juga lembaga swadaya masyarakat dan warga negara perseorangan.

Meminta DPR-RI untuk aktif berkomunikasi dengan jaringan organisasi perempuan yang rutin mengawal
dan mengikuti rangkaian kegiatan di DPR-RI. Juga aktif mengikuti diskusi rutin yang dilakukan organisasi
ekstra parlemen, baik yang menghadirkan anggota DPR-RI maupun tidak, untuk kemudian bersama-
sama merumuskan substansi RUU KKG.

Meminta Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) agar secara aktif dan terus menerus
mendayagunakan potensinya sebagai medium dalam pengawasan dan pemantauan legislasi RUU KKG.
KPP-RI diharapkan dapat bersinergi dengan kekuatan ekstra parlemen dalam melakukan sosialisasi
terhadap kebijakan yang responsif gender, terutama legislasi RUU KKG, melalui keikutsertaan dan
keterbukaan dalam kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi perempuan.
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Representasi Politik Perempuan
¢ RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

ola relasi perempuan dan laki-laki dalam kebijakan publik masih menunjukkan ketimpangan yang cukup

besar. Indeks Pembangunan Indonesia/IPM (Human Development Index/HDI)! dan Indeks Ketimpangan
Gender/IKG mengalami penurunan, namun beberapa indikator terkait kesejahteraan perempuan tetap rendah
(lihat gambar 1).

Salah satu indikator kesejahteraan perempuan adalah Angka Kematian lbu (AKI) dan jumlah kursi yang
diduduki oleh perempuan di parlemen. AKI? di Indonesia berada pada angka 228/100.000.2 Sementara per-
sentase representasi politik perempuan di parlemen belum mencapai critical mass* sebesar 30 persen. Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masih 18 persen, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indo-
nesia (DPD-RI) sebesar 27 persen, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Republik Indone-
sia (DPRD-RI) sebesar 13 persen.

Pada tabel 1 menunjukkan peningkatan representasi politik perem-puan sejak Pemilihan Umum 1999-
2009 juga diikuti dengan penurunan AKI. Hal ini menunjukkan bahwa representasi simbolik dan representasi
deskriptif perempuan anggota DPR-RI berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.
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Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
merupakan kunci penting mengatasi kemiskinan
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Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Anggota DPR-RI Perempuan dengan Angka Kematian lbu

1999 1997 2004
9% 334 1%

Women Research Institute (WRI) sejak Agustus
2012 melakukan penelitian kebijakan mengenai Ang-
gota DPR-RI Perempuan dan Kebijakan Kesetaraan
Gender. Sebagai bagian dari penelitian tentang keter-
wakilan politik perempuan, ringkasan kebijakan ini
menunjukkan pentingnya Rancangan Undang-Un-
dang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG).
RUU KKG merupakan kebijakan alternatif untuk
mengoreksi ketimpangan gender dan untuk membuka
ruang partisipasi dan akses perempuan dalam politik.

Temuan Penelitian dan Analisis

1. Kebijakan Pendorong Representasi Politik
Perempuan

Representasi politik perempuan berpengaruh pada
arah demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Pening-
katan jumlah anggota legislatif perempuan di DPR-
RI memberikan peluang masuknya isu-isu perempuan
sebagai prioritas.

Telah ada kebijakan yang mendorong kesetaraan
gender dalam kehidupan politik dan publik, salah
satunya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Representasi politik
perempuan
berpengaruh pada
arah demokrasi
Indonesia yang lebih
inklusif. Peningkatan

jumlah anggota
legislatif perempuan
di DPR-RI memberikan
peluang masuknya
iISU-IsU perempuan
sebagai prioritas.

2003 2009 2007
307 18% 228

Umum. Namun, masih banyak tantangan dan ham-
batan dalam mewujudkan kesetaraan gender di In-
donesia. Meningkatnya angka kekerasan terhadap
perempuan yang dilaporkan Komnas Perempuan
sebanyak 13,32 persen (dariangka 105.103 menjadi
119.107) dan tren kekerasan di komunitas menjadi
salah satu indikasi lemahnya representasi perem-
puan di kehidupan publik dan politik. Selain itu,
representasi politik perempuan yang belum menca-
pai titik minimum 30 persen serta dampaknya ter-
hadap persoalan kesejahteraan juga menjadi indi-
kator perlunya perubahan dalam kebijakan.
Tindakan khusus sementara melalui kuota 30
persen (pasal afirmasi UU Nomor 8 Tahun 2012 ten-
tang Pemilihan Umum) diapresiasi sebagai bentuk
komitmen negara dalam menjamin hak sipil dan poli-
tik perempuan. Keterlibatan perempuan di politik
juga didukung oleh laki-laki anggota DPR-RI mana-
kala perempuan maju menjadi caleg. Perdebatan
muncul ketika partai politik kesulitan memenuhi dan
berdampak pada hilangnya kesempatan caleg pe-
rempuan di dapil. Peningkatan jumlah perempuan
anggota DPR-RI harus diselaraskan dengan kualitas
dan kredibilitasnya di parlemen. Fraksi-fraksi di
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DPR-RI secara rutin melakukan penga-
wasan dan evaluasi untuk menjaga kua-
litas dan kredibilitas anggotanya.

Menjaga dan meningkatkan repre-
sentasi politik perempuan, diperlukan
kebijakan afirmatif yang melengkapi ke-
bijakan-kebijakan sebelumnya. RUU KKG
yang sedang dibahas DPR-RI merupa-
kan momentum yang tepat sebagai kebi-
jakan afirmatif. RUU KKG dapat menjadi
acuan bagi para pemangku kepentingan
dalam menghasilkan kebijakan yang res-
ponsif gender.

2. RUU KKG: Harapan Bagi Perwujudan
Kesetaraan Gender di Indonesia

Ditetapkannya RUU KKG sebagai salah satu RUU
Prioritas DPR-RI pada Program Legislasi Nasional
(Prolegnas)® didukung penuh oleh WRI sebagai
investasi terhadap reformasi peraturan progresif di
Indonesia. Namun terdapat reaksi beragam dari
anggota DPR-RI terhadap adanya RUU KKG. Sebagian
mendukung secara penuh dan yang lainnya membe-
rikan dukungan dengan beberapa persyaratan,
seperti tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila, tidak menimbulkan kontroversi dan harus
melibatkan laki-laki dalam proses mengadvokasi.
Masuknya RUU KKG dalam Prolegnas diapresiasi se-
bagai inisiatif yang baik untuk menguatkan imple-
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mentasi dari kebijakan kesetaraan gender yang su-
dah ada.

Sementara respon kontra yang muncul dari
anggota DPR-RI adalah isu efektivitas dan efisiensi
yang mencakup sumberdaya manusia, tenaga dan
uang dalam proses legislasi, serta kemungkinan im-
plementasi di lapangan. Pembuatan suatu Undang-
undang yang menghabiskan sumberdaya yang tidak
sedikit menjadi concern anggota DPR-RI. Terdapat
pula anggota DPR-RI perempuan yang berpandangan
bahwa RUU KKG belum merupakan prioritas diban-
dingkan RUU lainnya, sementara terdapat pula ang-
gota DPR-RI laki-laki yang berpandangan bahwa tan-
pa adanya RUU KKG juga sudah menjadi kewajiban
semua orang untuk menerapkan kesetaraan gender.
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Rancangan Undang-
Undang Kesetaraan
dan Keadilan Gender
(RUU KKG) merupakan
kebijakan alternatif
untuk mengoreksi

ketimpangan gender
dan untuk membuka
ruang partisipasi dan
akses perempuan
dalam politik.
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